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ABSTRAK 

Artikel ini akan membahas mengenai “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Meningkatkan 
Efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup”. Dalam penelitian ini, menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa, penegakan hukum lingkungan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas dalam upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tergantung pada 
pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Penegakan hukum berperan sebagai penggerak atau pendorong bagi 
peraturan perundang-undangan. Meskipun masih dihadapi dengan berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan 
efektivitas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, terdapat pula beberapa faktor dan strategi yang 
diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut, diantaranya terdapat faktor sosial ekonomi dan politik, faktor hukum, 
faktor kelembagaan, faktor internal, faktor khusus, faktor aparat individual, faktor penegak hukum, faktor sarana 
atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kemudian, beberapa strategi penegakan hukum 
lingkungan seperti penegakan hukum yang tegas, memperkuat regulasi lingkungan yang sudah ada dengan 
mengembangkan regulasi baru yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan, memberikan pelatihan 
kepada aparat penegak hukum, menerapkan teknologi inovasi dalam pemantauan dan penegakan hukum lingkungan, 
serta diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang 
menjadi aspek krusial dalam strategi penegakan hukum lingkungan.  

Kata Kunci: Lingkungan; Strategi; Penegakan Hukum. 

 

ABSTRACT 

This article will discuss "Implementation of Environmental Law Enforcement in Improving the Effectiveness of 
Environmental Protection and Management". In this study, using qualitative methods with a literature study 
approach as a research method. The results in this study show that environmental law enforcement is crucial in 
ensuring effectiveness in environmental protection and management efforts. The success of Law Number 32 of 2009 
depends on its implementation and enforcement. Law enforcement acts as a driver or driver for laws and 
regulations. Although still faced with various challenges in an effort to improve the effectiveness of environmental 
protection and management, There are also several factors and strategies that are expected to achieve these goals, 
including socioeconomic and political factors, legal factors, institutional factors, internal factors, special factors, 
individual officer factors, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, community factors, and 
cultural factors. Then, some environmental law enforcement strategies such as strict law enforcement, 
Strengthening existing environmental regulations by developing new regulations that are more effective in 
overcoming environmental problems, providing training to law enforcement officials, applying innovative 
technology in environmental law monitoring and enforcement, and cooperation between the government, law 
enforcement agencies, civil society, and the private sector is a crucial aspect of environmental law enforcement 
strategies.  

Keywords: Environment; Strategy; Law Enforcement. 
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PENDAHULUAN 

Penegakan Hukum lingkungan merupakan satu dari sekian banyaknya sarana penunjang 

dalam upaya mewujudkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). 

Undang-undang tentang lingkungan, secara khusus, telah mencapai tingkat yang cukup 

memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga diharapkan dapat efektif dalam 

pelaksanaannya. Hukum lingkungan yang optimal dan cukup lengkap ini, seperti halnya hukum 

secara umum, tetaplah hanya menjadi alat atau instrumen yang tidak memiliki kehidupan atau 

keberadaan aktif. Agar dapat mencapai kebaikan sesuai dengan harapan dan ekspektasi 

pemerintah dalam pengelolaan PPLH, hukum lingkungan harus diberlakukan dan dijalankan 

dalam aktivitas sehari-hari oleh manusia. Karena itu, diperlukan sekelompok individu yang 

bersedia dan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan serta menerapkan hukum lingkungan ini 

dalam kehidupan nyata. 

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya dan ekologis yang tak tertandingi oleh sumber daya 

lainnya. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Jika 

SDA mengalami kerusakan maka akan sangat berpengaruh dengan sistem kehidupan yang dapat 

mengancam kehidupan manusia. Maka satu-satunya opsi adalah untuk menjaga dan merawat 

kelangsungan fungsi SDA dengan cara penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu 

instrumen jangka panjang dalam PPLH. 

Pentingnya penegak hukum lingkungan mengelola lingkungan hidup secara  efektivitas 

dengan cara mempertahankan keselarasan ekosistem, merawat sumber daya alam, melindungi 

habitat, memberdayakan masyarakat, dan mengelola risiko lingkungan. Keseimbangan ekosistem 

merujuk pada keadaan dimana semua elemen dalam ekosistem bekerja secara serasi, 

menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan bagi berbagai jenis makhluk dalam suatu 

komunitas. Penerapan ini sangat penting dalam mempertahankan  keseimbangan ekosistem, 

antara lain: 

1.   Upaya mencegah kerusakan lingkungan 

Dengan mengenali kemungkinan dampak negatifnya, institusi-institusi dapat merencanakan 

langkah-langkah pencegahan dan mitigasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak 

terganggu secara berlebihan. 

2.   Perlindungan dan Pemeliharaan SDA 
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SDA ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa ekosistem memiliki 

ketahanan  terhadap perlindungan lingkungan. 

3.   Perlindungan Habitat 

Habitat perlu dilindungi dan dijaga dengan baik karena sangat berpengaruh dengan 

keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi punah. 

4.   Pemberdayaan Masyarakat 

Individu yang terlibat dapat secara aktif berpartisipasi dalam menjaga dan memberi laporan 

tentang perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Situasi ini mendorong pelaksanaan 

pengawasan sosial terhadap aspek produksi yang berkelanjutan secara lingkungan. 

5.   Patuh dengan Hukum Lingkungan 

Dengan memastikan bahwa Lembaga-lembaga patuh terhadap persyaratan hukum lingkungan 

yang berlaku, pemerintah dapat mengontrol kegiatan yang berpotensi merusak keseimbangan 

ekosistem. 

         Upaya mempertahankan lingkungan hidup yang telah dijelaskan sebelumnya pastinya 

membutuhkan juga faktor dan strategi pendukung efektivitas dan perlindungan guna untuk 

penegak hukum lingkungan. faktor dan strategi ini berguna dalam memelihara keselarasan 

lingkungan dan mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. Faktor akan memiliki 

dampak besar terhadap peningkatan sistem hukum lingkungan melalui struktur hukum nasional 

yang memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan lembaga-lembaga khusus untuk menegakan 

hukum lingkungan dan mengembangkan kebijakan yang mendukungnya. Strategi pendukung 

efektivitas dan perlindungan salah satunya untuk memfasilitasi peningkatan infrastruktur hukum 

yang efisien dan kokoh, termasuk peningkatan kemampuan para ahli hukum lingkungan serta 

menyediakan sumber daya hukum yang dapat diakses dengan mudah.  

Mengetahui pengetahuan paparan fakta secara singkat di atas dapat memperkuat penulis 

untuk melakukan pemahaman yang menjelaskan faktor dan strategi efektivitas dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dari judul “Implementasi 

penegakan Hukum Lingkungan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan 

terhadap lingkungan hidup”. 

  Pendahuluan terkait kasus implementasi penegakan hukum lingkungan dalam 

meningkatakan efektivitas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, maka 

penulis merumuskan masalah terdiri dari dua yang pertama Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
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Efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan; serta yang 

kedua  Strategi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Efektivitas Pada 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan 

sebagai metode penelitian. Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, literatur, situs web, jurnal, dan 

tulisan ilmiah yang berkaitan dengan “Implementasi penegakan Hukum Lingkungan dalam 

meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup”. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, melakukan 

pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan 

makna, dan konsistensi antara satu data dengan yang lainnya. Kedua, mengorganisir data yang 

telah terkumpul sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, melakukan 

analisis lanjutan terhadap data yang telah terorganisir dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, 

dan metode yang telah ditetapkan untuk mencapai kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. 

 

PEMBAHASAN  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan dalam 

Penegakan Hukum Lingkungan   

Penegakan hukum lingkungan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan 

keseimbangan dan harmoni antara penerapan hukum dan pembangunan yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata 

bergantung pada kekerasan atau ketegasan, tetapi lebih kepada penegakan hukum yang bijaksana 

dan berkearifan yang mencakup aspek ketegasan dan kebijaksanaan. Secara konseptual, menurut 

Soerjono Soekanto, esensi dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk memadukan nilai-

nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang kuat dengan tindakan yang sesuai sebagai 

implementasi nilai-nilai tersebut sebagai langkah terakhir untuk mencapai tujuan tertentu, 

Menjaga dan menegakkan perdamaian dalam kehidupan sosial, oleh karena itu, ia 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri. 
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Dalam penegakan hukum lingkungan, terdapat berbagai faktor yang bisa mempengaruhi 

penegakan hukum lingkungan. Menurut Benjamin van Rooij faktor penegak hukum lingkungan 

terdiri dari enam faktor, diantanya: 

1.      Faktor Sosial Ekonomi dan Politik 

Faktor ini berpengaruh besar terhadap penegakan hukum lingkungan. Sebab dalam 

melakukan penegakan hukum lingkungan pastinya membutuhkan sarana dengan biaya 

yang besar dalam melakukan kegiatannya, bila biaya yang digunakan besar maka 

penegakan hukum dengan mudah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien waktu. Factor 

politik berpengaruh pula terhadap penegakan hukum lingkungan karena, jika negara hanya 

memperhatikan keuntungan sebagian orang dan merugikan kepentingan masyarakat secara 

umum, maka pelaksanaan penegakan hukum lingkungan akan menjadi sulit. 

2.      Faktor hukumnya sendiri 

Peraturan yang mengatur hukum lingkungan merupakan faktor kunci dalam menegakkan 

penegakan hukum lingkungan. Apakah regulasi lingkungan sudah memadai, termasuk 

dalam undang-undang yang mencakup sanksi yang tegas terhadap pelaku kerusakan dan 

pencemaran lingkungan. 

3.      Faktor kelembagaan 

Faktor kelembagaan memiliki dampak besar pada pelaksanaan hukum lingkungan dengan 

peran yang signifikan dalam mengatur serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup. 

Factor kelembagaan yang berpengaruh terhadap penegak hukum yakni: 

a)      Pemerintah Daerah 

Dengan tingkat kelembagaan yang kuat, pemerintah daerah dapat mendukung pengaturan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal. 

b)     Peran Masyarakat 

Peran masyarakat dibutuhkan karena partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi serta 

mengelola lingkungan hidup dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

memperkuat penegakan hukum lingkungan. 

c)      Peran Organisasi 

Organisasi yang berfokus pada isu lingkungan, seperti Lingkungan dan Hidup, memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dengan struktur 

organisasi yang solid. 
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d)     Peran Hukum 

Hukum yang kuat dan berlaku secara tegas dapat meningkatkan efektivitas dalam 

penegakan hukum lingkungan hidup. 

e)      Peran Pengawasan 

Dengan adanya struktur kelembagaan yang kuat, pengawasan dapat berperan dalam 

mengatur dan mengelola lingkungan hidup secara efisien, yang pada akhirnya 

mendukung penegakan hukum lingkungan hidup. 

4.      Faktor Internal 

Dilihat dari sisi internal suatu lembaga, lembaga tersebut memiliki tujuan yang jelas 

dalam menegakkan hukum lingkungan. Upaya Lembaga untuk ,menegakan  hukum 

lingkungan pastinya membutuhkan sumber daya baik berupa uang mauapun peralatan 

yang lain. 

5.      Faktor khusus 

Faktor kasus di sini terkait dengan pihak yang menjadi korban dan pelanggar, serta 

apakah kasus tersebut sampai diranah  pengadilan atau tidak. 

6.      Faktor Aparat Individual 

Faktor ini berhubungan dengan kemampuan aparat hukum dalam menyelesaikan semua 

masalah yang diajukan oleh pengadu ataupun korban. Secara umum, aparat penegak 

hukum lingkungan adalah polisi, jaksa, hakim, pejabat yang memiliki wewenang 

memberikan Keputusan, penasehat hukum. P. Joko Subagyo menyatakan bahwa 

beberapa instansi yang berperan aktif dalam menegakkan hukum lingkungan meliputi : 

A. Pemerintah daerah melalui Departemen Dalam Negeri; 

B.  Departemen Perindustrian; 

C.  Kejaksaan; 

D. Kepolisian; 

 

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dalam penegakan hukum bergantung pada lima 

faktor yang menjadi patokan.  

1.      Faktor Hukum 

Hukum berperan dalam menjaga keadilan, memberikan kepastian, dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Praktiknya sering terjadi kontra karena kepastian hukum dan keadilan. Kepastian 
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hukum terwujud dalam bentuk konkret dan nyata, sementara keadilan memiliki sifat abstrak. 

Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan 

undang-undang, kadang-kadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Maka jika ada suatu permasalah 

diutamakan keadilan menjadi prioritas utama, Sebab hukum tidak dipandang dari hukum tertulis 

saja. 

2.  Faktor Penegak Hukum 

Peraturan yang mengatur aspek hukum lingkungan menjadi faktor utama dalam penegakan 

hukum lingkungan. Apakah regulasi terkait lingkungan sudah mencukupi atau belum, dan 

apakah dalam undang-undang tersebut mencakup sanksi yang kuat terhadap individu yang 

melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu karakteristik petugas penegak 

hukum, seperti fungsi hukum, sikap mental, dan kepribadian, memiliki peran krusial dalam 

proses penegakan hukum sehingga sangat berpengaruh juga sebagai kunci keberhasilan. 

3.   Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Menurut Soerjono Soekanto, aspek fasilitas pendukung termasuk perangkat lunak dan keras, 

seperti kendaraan dan alat komunikasi, menjadi hal penting bagi penegak hukum. Mereka tidak 

dapat beroperasi secara efektif tanpa peralatan yang memadai sesuai dengan skala kebutuhan 

mereka. 

4.   Faktor Masyarakat 

Para penegak hukum berasal dari komunitas dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian 

di dalam Masyarakat. Isu yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yang dapat berkisar 

antara tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah 

satu indikator efektivitas dari penerapan hukum tersebut. 

5.  Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan dasar meliputi nilai-nilai yang menjadi landasan bagi hukum yang berlaku. Nilai-

nilai ini mencakup konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik atau benar (dan 

diikuti) serta apa yang dianggap buruk (dan dihindari). Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia 

menjadi fondasi atau landasan bagi hukum adat yang berlaku. Disamping itu adanya hukum 

tertulis (undang-undang), dibentuk oleh Masyarakat tertentu yang memeiliki jabatan dan 

wewenang. Hukum perundangan yang dibuat harus mencerminkan dengan hukum adat, agar 

hukum yang sudah dibuat dapat berlaku dan diterapkan oleh Masyarakat secara aktif. 
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 Pendapat dari kedua tokoh tersebut terhadap beberapa faktor yang telah diuraikan, jika 

diterapkan akan sangat menguntungkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

Dampak yang menguntungkan antara lain peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum, 

penurunan pelanggaran lingkungan sehingga masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat 

pemerintah, peningkatan kualitas lingkungan yang baik dapat menghasilkan lingkungan bersih, 

sehat, dan bebas dari penyakit ataupun bebas dari bencana, peningkatan investasi dan 

pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan dengan pengelolaan 

melalui udara yang lebih bersih dengan cara meminimalisir penggunaan kendaraan penghasil 

polusi. 

Strategi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Efektivitas Pada 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 menghadirkan penguatan dalam penegakan hukum, terutama karena kurangnya 

perhatian yang serius mengenai penegakan hukum dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

menitikberatkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, dengan penekanan terhadap transparansi, 

partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum. Pada dasarnya, lingkungan 

hidup memainkan peran yang krusial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia ini. 

Perhatian terhadap lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama, karena kondisi lingkungan 

semakin memburuk akibat dari polusi dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. 

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup, serta kurangnya peraturan dan pelaksanaan peraturan yang 

belum optimal. Sering kali kepentingan ekonomi dan pembangunan yang menjadi prioritas 

utama tanpa memperhatikan dan mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan. Inilah yang 

mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, dan berbagai masalah 

lingkungan lainnya. Dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pertumbuhan populasi, tekanan 

terhadap lingkungan hidup juga semakin meningkat. Penegakan hukum lingkungan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menjadi fokus utama bagi para perancang Undang-
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Undang ini. Penegakan hukum lingkungan melibatkan penerapan aturan dan regulasi yang 

bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum lingkungan adalah untuk 

memastikan bahwa pelaku usaha dan individu mematuhi peraturan lingkungan yang telah 

ditetapkan. 

Strategi penegakan hukum lingkungan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika penegakan hukum tidak 

efektif, maka undang-undang tersebut tidak akan memberikan hasil sesuai dengan tujuannya. 

Keberhasilan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tergantung pada pelaksanaan dan 

penegakan hukumnya. Penegakan hukum berperan sebagai penggerak atau pendorong bagi 

peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum di Indonesia masih memiliki banyak 

kekurangan. Kendala utamanya bukan terletak pada sistem hukum dan peraturan hukum yang 

ada, melainkan pada proses penegakan hukum itu sendiri. Harapan masyarakat untuk 

mendapatkan jaminan dan kepastian hukum masih terbatas. Sebab, penegakan dan pelaksanaan 

hukum belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, 

terdapat komitmen yang kuat untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan melalui Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini. Untuk menghadapi tantangan ini, perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan perlu didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat dan efisien. 

Strategi penegakan hukum lingkungan harus dapat memberikan sanksi yang keras terhadap 

pelanggaran lingkungan, sambil memberikan insentif yang memadai bagi pihak yang mematuhi 

regulasi lingkungan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan dengan pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran, diperlukan pendekatan hukum yang sesuai, dengan memanfaatkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup secara optimal. Kerjasama 

antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta merupakan 

aspek krusial dalam strategi penegakan hukum lingkungan. Melalui kerjasama ini, pihak-pihak 

tersebut dapat saling mendukung dan memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan. 

 Dalam penegakan hukum lingkungan, diperlukan beberapa instrumen yang harus saling 

terkait satu sama lain, diantaranya: 
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1. Kepastian Hukum: Merujuk pada kejelasan dan kepastian mengenai aturan dan sanksi yang 

berlaku dalam hukum lingkungan. Ini mencakup penyusunan regulasi yang jelas dan dapat 

dipahami serta prosedur yang transparan untuk menegakkan hukum lingkungan. 

2. Kemanfaatan Hukum: Mengacu pada efektivitas dan efisiensi dari aturan hukum lingkungan 

dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan penyesuaian aturan hukum agar 

dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran serta 

kerusakan lingkungan. 

3. Keadilan Hukum: Berfokus pada aspek keadilan dalam penegakan hukum lingkungan, yang 

mencakup perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penegakan hukum 

yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini juga mencakup akses yang sama terhadap sistem 

peradilan bagi semua individu dan kelompok yang terpengaruh oleh masalah lingkungan. 

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, 

dengan tujuan utama tetap menjaga dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh 

setiap orang tanpa merusaknya. Untuk menjaring perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab, berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya telah dibuat sebagai bentuk 

regulasi yang berlaku. Strategi penegakan hukum lingkungan bukan sekadar sebuah instrumen 

untuk menegakkan aturan-aturan yang ada, melainkan juga merupakan fondasi bagi keberhasilan 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Strategi penegakan hukum lingkungan 

memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: 

1. Penegakan Hukum yang Tegas: Menegaskan penegakan hukum secara tegas terhadap 

pelanggaran lingkungan dengan memberlakukan sanksi yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. 

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 

perlindungan lingkungan serta hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup. 

3. Penguatan Regulasi: Memperkuat regulasi lingkungan yang sudah ada dan mengembangkan 

regulasi baru yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan. 

4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 

aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani 

kasus-kasus lingkungan. 
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5. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Menerapkan teknologi dan inovasi dalam pemantauan dan 

penegakan hukum lingkungan, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk 

pemantauan lingkungan. 

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam strategi 

penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum yang transparan akan memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelanggaran lingkungan akan ditindak dengan tegas, 

tanpa pandang bulu. Di samping itu, adanya akuntabilitas akan mendorong pemerintah dan 

lembaga penegak hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam menegakkan 

regulasi lingkungan. Tidak hanya itu, strategi penegakan hukum lingkungan juga harus 

mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

upaya perlindungan lingkungan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga 

memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap 

dampak lingkungan. Dengan demikian ditekankan kembali pentingnya penegakan hukum yang 

erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik oleh masyarakat maupun 

penegak hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah indikator keberhasilan 

penciptaan aturan tersebut. Penegakan hukum yang melibatkan ketaatan tidak terjadi secara 

instan, melainkan melalui proses yang melibatkan kesadaran individu untuk mematuhi atau tidak 

mematuhi aturan yang ada. Proses ini tidak tergantung pada hierarki, karena kewajiban untuk 

mematuhi aturan adalah tanggung jawab bersama, tanpa memandang asal usulnya. Penguatan 

penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan 

untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN), sehingga pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bagian dari tata kelola 

pemerintahan, dapat dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan 

keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, dalam upaya mewujudkan keefektifan dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, strategi penegakan hukum lingkungan haruslah 

holistik dan komprehensif. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa lingkungan 

hidup kita akan terjaga dengan baik untuk generasi-generasi mendatang. 
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PENUTUP 

Pada dasarnya, lingkungan hidup memainkan peran yang krusial dalam menjaga 

keberlangsungan kehidupan di dunia dikarenakan kondisi lingkungan yang semakin memburuk 

akibat polusi dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 menitikberatkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, dengan penekanan terhadap 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum. Beberapa faktor 

seperti faktor sosial ekonomi dan politik, faktor hukum, faktor kelembagaan, faktor internal, 

faktor khusus, faktor aparat individual, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas 

pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan merupakan gabungan dari dua pendapat 

ahli hukum yang akan menguntungkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan dalam 

penegakan hukum lingkungan. Strategi penegakan hukum lingkungan menjadi krusial dalam 

memastikan efektivitas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan 

hukum di Indonesia masih dihadapi dengan berbagai tantangan dan kekurangan. Kendala 

utamanya bukan terletak pada sistem hukum dan peraturan hukum yang ada, melainkan pada 

proses penegakan hukum itu sendiri. Harapan masyarakat untuk mendapatkan jaminan dan 

kepastian hukum masih terbatas, sebab penegakan dan pelaksanaan hukum belum sepenuhnya 

mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, terdapat komitmen yang kuat 

untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 ini.  

Dengan hal ini diperlukan beberapa strategi penegakan hukum lingkungan sebagai upaya 

meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya 

diperlukan penegakan hukum yang tegas, perlunya kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya 

perlindungan lingkungan juga hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup, memperkuat 

regulasi lingkungan yang sudah ada dengan mengembangkan regulasi baru yang lebih efektif 

dalam mengatasi permasalahan lingkungan, memberikan pelatihan kepada aparat penegak 

hukum, menerapkan teknologi inovasi dalam pemantauan dan penegakan hukum lingkungan, 

serta diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan 

sektor swasta yang menjadi aspek krusial dalam strategi penegakan hukum lingkungan. Dengan 

demikian, tujuan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dapat tercapai. 
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